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Abstrak  – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik 

terhadap kepatuhan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 Negara di Dunia dan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda dan pengujian statistik menggunkan program SPSS 17. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kontrol korupsi dan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, 

dan stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
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Abstract - This study aims to determine the impact of control corruption, bureaucracy and political stability on 

tax compliance. Data used in this study are 111 country in the world and used quantitative approach. The 

analysis technique applied multiple linier regression and the statistic test using program SPSS 17. The result of 

this study indicate that control corruption and bureaucracy have positive impact and significant on tax 

compliance, and political stability have negative impact and not significant on tax compliance. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pajak sangat penting bagi kemajuan suatu negara 

karena pajak digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain 

(James & Aley, 1999). Saat ini masih banyak potensi 

pajak negara di dunia yang belum diterima secara 

maksimal. Masalah yang dihadapi pemerintah setiap 

negara saat ini adalah tingkat kepatuhan pajak yang 

masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak yang masih 

rendah membuat pemerintah harus mempersiapkan 

strategi peningkatan kepatuhan pajak setiap tahunnya 

(Batrancea, Nichita, & Batrancea, 2012).  

Upaya pengelakan pajak menjadi salah satu penyebab 

rendahnya tingkat kepatuhan pajak di setiap negara 

(Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Pengelakan 

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

dan badan dapat dibagi menjadi dua perilaku. 

Perilaku pertama adalah pengelakan pajak dengan 

tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang 

diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut tax 

avoidance. Perilaku kedua adalah pengelakan pajak 

dengan melanggar peraturan atau undang-undang 

yang diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut tax 

evasion (Santoso & Rahayu, 2013).    

Selain tax avoidance dan tax evasion, tingkat 

kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh tindakan dan 

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Pemerintah berkuasa bertanggung jawab 

penuh atas penyediaan semua kebutuhan rakyatnya 

dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun dan 

lembaga manapun (Irianto, 2014). Tindakan 

pemerintah meliputi pengendalian terhadap korupsi, 

efisiensi birokrasi dan menjaga stabilitas politik 

(Ritsatos, 2014).   

Pengendalian terhadap korupsi sangat penting 

dilakukan oleh pemerintah karena korupsi dapat 

berdampak pada kehancuran suatu negara. Melihat 

dari sejarah di dunia hancurnya kerajaan Roma dan 

VOC disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh 

pejabatnya. Melihat kondisi negara di dunia saat ini, 

negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di 

dunia saat ini telah menjadi negara miskin. Jika 

pemerintah tidak dapat mengatasi kasus korupsi di 

negaranya bukan tidak mungkin negara tersebut akan 

menjadi negara yang miskin.  

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik dan 

birokrasi di negaranya. Stabilitas politik juga dapat 

menghancurkan suatu negara, dengan melihat 

fenomena yang tejadi saat ini pada negara-negara 

timur tengah yang hancur dikarenakan gejolak politik 

yang terjadi di negaranya. Selanjutnya adalah 

birokrasi, birokrasi suatu negara dapat mempengaruhi 

perilaku investor sebagai wajib pajak, jika birokrasi 

disuatu negara sangat tinggi membuat investor 

enggan untuk berinvestasi di negara tersebut sehingga 

berdampak pada pengurangan pendapatan negara. 

Birokrasi yang kurang efektif juga berdampak pada 

ketidakpedulian wajib pajak dalam negeri terhadap 

pembayaran dan pelaporan pajak.    

Peran pemerintah dalam proses pengendalian korupsi 

adalah dengan meningkatkan kontrol terhadap 
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korupsi. Semakin tinggi kontrol korupsi yang 

dilakukan oleh pemerintah suatu negara 

menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut 

serius dalam hal penanggulangan permasalahan 

korupsi. Pemerintah harus meningkatkan kontrol 

terhadap korupsi karena korupsi memiliki dampak 

negatif terhadap kepatuhan pajak (Alon & Hageman, 

2013).  Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah adalah efisiensi birokrasi. Menurut 

American Heritage Dictionary dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Effendi (2013), 

birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan 

oleh pegawai pemerintah. Tugas pemerintah adalah 

menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, 

membuat seluruh proses pelayanan kepada rakyat 

dapat berjalan lancar.  

Peneliti terdahulu menemukan bahwa efisiensi 

terhadap birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan 

pajak (Picur & Belkaoui, 2006). Menjaga stabilitas 

politik juga merupakan tugas dari pemerintah. 

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dapat 

digunakan untuk mempengaruhi proses politik 

dengan maksimal dalam rangka memperoleh sumber 

pembiayaan politik pemerintah yang didasarkan pada 

ketentuan perundangan yang sah (Irianto, 2014). 

Penelitian ini melanjutkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ronald & Ahmed 

(2006) yang meneliti pengaruh birokrasi dan korupsi 

terhadap kepatuhan pajak serta Alon & Hageman 

(2013) yang meneliti pengaruh korupsi terhadap 

kepatuhan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

ditemukan bahwa kontrol korupsi memiliki dampak 

positif terhadap kepatuhan pajak dan birokrasi yang 

tinggi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan 

pajak. Penelitian ini menambahkan satu variabel 

yaitu stabilitas politik sebagai variabel independen. 

Frey & Torgler dalam Ritsatos (2014) 

mengungkapkan bahwa stabilitas politik merupakan 

salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak.   

Penambahan stabilitas politik sebagai variabel 

independen dalam penelitian ini karena stabilitas 

merupakan salah satu tindakan yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan 

keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain 

berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman 

suatu negara stabilitas politik juga berpengaruh 

terhadap perekonomian. Sebagaimana telah 

dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu bahwa 

instabilitas politik memiliki pengaruh pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ari & Fras, 

2010). Selanjutnya Schneider & Frey (1985), Rodrik 

(1989), Barro (1991) dalam Dimitraki (2010) 

menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya 

investasi suatu negara adalah kondisi politik yang 

tidak stabil. Jika investasi suatu negara berkurang 

maka akan berdampak buruk pada perekonomian di 

Negara tersebut 

Andreoni (1998) dalam Alon & Hageman (2013) 

menyebutkan bahwa saat ini kepatuhan pajak 

merupakan isu yang sangat penting bagi negara-

negara di dunia. Kepatuhan pajak masih menjadi 

salah satu masalah utama yang harus diselesaikan 

oleh pemerintah masing-masing negara di dunia. Hal 

ini sebabkan karena pajak merupakan tulang 

punggung bagi perekonomian suatu Negara. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan, 

bagaimana pengaruh antara kontrol korupsi terhadap 

kepatuhan pajak; bagaimana pengaruh antara 

birokrasi terhadap kepatuhan pajak; bagaimana 

pengaruh antara stabilitas politik terhadap kepatuhan 

pajak.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan 

pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh tindakan 

pemerintah yang ditunjukkan dengan kontrol korupsi, 

efisiensi birokrasi dan stabilitas politik terhadap 

kepatuhan pajak.  

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Model Pencegahan Ekonomi (Economic 

Deterrence Model) 

Model ini dikembangkan oleh Alligham & Sandmo 

(1972), mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat 

pinalti dan deteksi akan menyebabkan efek jera dan 

menyebabkan pendapatan lebih besar. Model ini 

berpendapat bahwa kesediaan wajib pajak untuk 

melaporkan pendapatan dalam SPT nya (declared 

income) bergantung pada pendapatan, tarif, 

kemungkinan pemeriksaan (audit) dan sanksi. 

Pelaporan pendapatan akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya probabilitas audit deteksi fiskus atau 

sanksi (penalty rate) yang akan dikenakan. 

Sedangkan dampak dari besarnya tarif dan 

pendapatan bergantung perilaku individu terhadap 

resiko. Pemahaman ini mengasumsikan sedemikian 

tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. 

Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan 

memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Teori ini 

berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar 

pajak secara sukarela (voluntary compliance) (Devos, 

2014).  

Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak 

tergantung dan berbanding terbalik pada 

kemungkinan dilakukan pemeriksaan (audit) dan 

potensi terkena sanksi dan ukuran sanksi yang 

dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan 

menurun sejalan dengan semakin tingginya denda 

dan sanksi. Sementara pengaruh besarnya pendapatan 

dan tarif pajak masih samar-samar. Oleh karena itu, 

individu akan selalu menentang untuk membayar 



pajak dengan benar (risk aversion), dan karenanya 

harus dilakukan pemeriksaan (Devos, 2014).  

 

Teori Psikologi Fiskal  (Fiscal Psychology Theory) 

Teori psikologi fiskal pertama kali 

diperkenalkan oleh Schmolders (1959), yang 

menekankan kurangnya motivasi bagi wajib pajak 

untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan 

nyata dari manfaat pembayaran pajak. Teori ini 

didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini 

menggambarkan suatu model yang memperhitungkan 

biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari 

suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan 

kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan 

ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang 

terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi 

komitmennya terhadap tindakan ilegal. Seseorang 

akan berusaha untuk menghindari segala bentuk 

potensial akibat tindakan melanggar aturan (Devos, 

2014).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi 

variabel independen adalah variabel stabilitas politik, 

birokrasi dan kontrol korupsi. Variabel stabilitas 

politik diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Dimitraki (2010). Variabel birokrasi dan kontrol 

korupsi diambil berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006) serta Alon & 

Hageman (2013). Variabel kontrol korupsi dinilai 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Corruption Perception Index. Variabel birokrasi 

dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh Doing 

Business Report Overview yang tertuang dalam 

laporan tahunan. Birokrasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seluruh peraturan yang 

berhubungan dengan perpajakan, yaitu peraturan 

yang mengatur proses pembayaran dan pelaporan 

pajak di masing-masing negara. Variabel stabilitas 

politik dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Global Innovation Index yang tertuang dalam laporan 

tahunan. Stabilitas politik yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah stabilitas politik dan tidak 

adanya kekerasan dan terorisme suatu negara. 

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi variabel 

dependen adalah variabel kepatuhan pajak. Variabel 

kepatuhan pajak diambil berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Picur & Belkaoui (2006) serta Alon 

& Hageman (2013). Kepatuhan pajak dilihat dari 

jumlah pembayar pajak, tarif pajak dan waktu yang 

dibutuhkan wajib pajak untuk menyelesaikan 

kewajiban perpajakannya. Variabel kepatuhan pajak 

dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh PWC 

Paying Taxes yang tertuang didalam laporan tahunan. 

 

Hipotesis 

Kontrol Korupsi  dan Kepatuhan Pajak  

Kontrol korupsi merupakan tindakan pemerintah 

suatu negara untuk mengurangi jumlah kasus korupsi 

yang terjadi di negaranya. Jika kasus korupsi suatu 

negara dapat ditekan maka kepercayaan masyarakat 

kepada negara akan meningkat, sehingga masyarakat 

tidak ragu mengeluarkan pajak untuk kepentingan 

negara bukan untuk kepentingan indvidu atau 

kelompok. Masalah yang berkembang saat ini adalah 

keengganan masyarakat membayar pajak karena 

adanya aparat-aparat penegak hukum dan pemerintah 

yang menggunakan dana pajak untuk kepentingan 

masing-masing. Hal-hal di atas selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui (2006), Alon 

& Hageman (2013) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahawa kontrol korupsi yang dilakukan 

oleh pemerintah dan tingkat korupsi suatu negara 

berdampak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan 

penjelasan di atas peneliti memunculkan hipotesis 

yaitu: 

H1: Kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak 

 

Birokrasi dan Kepatuhan Pajak  

Pada era globalisasi saat ini, wajib pajak tidak 

memiliki waktu yang banyak untuk melakukan 

pembayaran dan pelaporan pajak dengan sistem 

manual, dimana wajib pajak harus membayar dan 

melapor pajak dengan mendatangi secara langsung 

bank persepsi dan kantor pelayanan pajak. Hal 

tersebut sangat menghabiskan banyak waktu, karena 

wajib pajak harus antri berjam-jam hanya untuk 

melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh 

karena itu pemerintah setiap negara harus 

mempersiapkan sistem birokrasi yang mempermudah 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan 

pelaporan pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui 

(2006) menemukan bahwa efisiensi terhadap 

birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang 

memiliki birokrasi yang mudah atau regulasinya tidak 

rumit menghasilkan kepatuhan pajak yang tinggi, 

sebaliknya birokrasi yang sulit atau regulasinya rumit 

menghasilkan kepatuhan pajak yang rendah. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memunculkan 

hipotesis yaitu: 

 

H2: Birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak 

 

Stabilitas Politik dan Kepatuhan Pajak  

 

Kestabilan politik disuatu negara sangat berpengaruh 

terhadap kondisi rakyatnya. Jika kondisi politik 



disuatu negara dapat dikendalikan oleh pemerintah 

maka kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan 

dengan lancar sehingga wajib pajak dapat melakukan 

kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika 

kondisi politik suatu negara tidak dapat dikendalikan 

oleh pemerintah maka kondisi negara tersebut 

menjadi tidak aman, sehingga membuat kegiatan 

ekonomi disuatu negara menjadi terhambat. Kondisi 

ekonomi negara yang tidak aman membuat wajib 

pajak tidak dapat melakukan kewajiban perpajaknnya 

sehingga berdampak pada pendapatan negara menjadi 

berkurang. Instabilitas politik memiliki pengaruh 

pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Ari & Fras, 2010). Selanjutnya Schneider & Frey 

(1985), Rodrik (1989), Barro (1991) dalam Dimitraki 

(2010) menyebutkan bahwa salah satu penyebab 

turunnya investasi disuatu negara adalah kondisi 

politik yang tidak stabil.  

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan 

bahwa faktor politik berpengaruh signifikan terdahap 

pajak. Melo (2011) dalam penelitiannya 

mengidentifikasi faktor yang menentukan perpajakan, 

seperti: PDB per kapita, pemegang kewenangan 

kebijakan perpajakan, moral pajak dan rezim politik.  

Penelitian terdahulu memiliki dua pandangan 

terhadap hubungan antara stabilitas politik dan pajak. 

Pandangan pertama menemukan bahwa level 

perpajakan menentukan stabilitas politik, pandangan 

ini diungkapkan oleh Feng (1997), Devereux & Wen 

(1998), Bell (2001), Palan (2002), Carmignani 

(2003), Collier (2009a), (2009b), Ghura & Mercereau 

(2004), Nkurunziza (2005), Elgin (2010) dan Estrada 

(2011). Pandangan kedua menemukan bahwa 

stabilitas politik menentukan level perpajakan, 

pandangan ini diungkapkan oleh Cukierman (1992), 

Volkerink & De Haan (1999), Bohn (2002), 

Aizenmana & Jinjarak (2008), Azzimonti (2010), 

Melo (2011) dan Rich (2011). Mutascu, Tiwari, & 

Estrada, (2012) meneliti 59 Negara periode 2002 

sampai 2008, dalam penelitiannya ditemukan bahwa 

stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap pajak. 

Stabilitas politik tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di 

atas peneliti memunculkan hipotesis yaitu: 

 

H3: Stabilitas politik berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak 

Metodologi Riset 

Jenis dan Sumber Data 

 

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data  
Variabel Sumber Data Tahun 

Kepatuhan 

Pajak 

PWC Paying Taxes  2015 

Kontrol 

Korupsi 

Corruption Perception Index 2014 

Birokrasi Doing Business Report Overview 2015 

Stabilitas 

Politik  

Global Innovation Index 2014 

 

Variabel Kepatuhan Pajak 

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan PWC Paying Taxes 2015. Penilaian yang 

digunakan dalam laporan tahunan PWC Paying Taxes 

2015 adalah dengan mengkalkulasikan nilai dengan 

beberapa indikator yaitu: jumlah pembayar pajak, 

waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dan tarif 

pajak. Perhitungan ketiga indikator tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perhitungan Total Waktu Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perhitungan Total Pembayar 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Perhitungan Total Tarif Pajak 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

 

Nilai yang telah dihasilkan oleh ketiga indikator di 

atas untuk selanjutnya akan dikalkulasikan dan akan 

menghasilkan nilai kepatuhan pajak. Gambar berikut 

akan menjelaskan pengkalkulasian nilai kepatuhan 

pajak beberapa negara: 

 

 
Gambar 4 Perhitungan Nilai Kepatuhan Pajak 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

Variabel Kontrol Korupsi  

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan Corruption Perception Index   tahun 

2014. Metode yang digunakan untuk menghitung 

nilai kontrol korupsi masing-masing negara adalah 

dengan kuesioner, adapun tahapan-tahapan yang 

dilakuan sebagai berikut ini: 

1. Menyeleksi sumber data 

2. Menstandarisasi sumber data 

3. Menggabungkan data  

4. Melaporkan hasil pengukuran  

 

 

Variabel Birokrasi 

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan  Doing Business Report Overview tahun 

2015. Metode yang digunakan untuk menghitung 

nilai birokrasi masing-masing negara adalah dengan 

menggunakan kuesioner. 

   

Variabel Stabilitas Politik  

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan Global Innovation Index tahun 2014. Data 

dalam laporan tersebut berasal dari Worldwide 

Governance Indicators. Tahapan-tahapan penilaian 

dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: 

1. Assigning data from individual sources to the six 

aggregate indicators. 

2. Preliminary rescaling of the individual source 

data to run from 0 to 1. 

3. Using an Unobserved Compenents Model 

(UCM) to Contruct a weighted average of the 

individual indicators for each source.  

 

Kepatuhan pajak dinilai dari 0 sampai 100, semakin 

tinggi nilai yang didapat suatu negara menunjukkan 

semakin patuh negara tersebut terhadap pajak, 

sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu 

negara menunjukkan semakin tidak patuh warga 

negara tersebut terhadap pajak. Kontrol korupsi 

dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang 

didapat suatu Negara menunjukkan keseriusan negara 

tersebut dalam memberantas korupsi, sebaliknya 

semakin rendah nilai yang didapat suatu negara 

menunjukkan ketidak seriusan Negara tersebut dalam 

memberantas korupsi. Birokrasi dinilai dari 0 sampai 

100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu negara 

menunjukkan semakin mudah birokrasi diNegara 

tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai yang 

didapat suatu negara menunjukkan semakin sulit 

birokrasi di negara tersebut. Stabilitas dinilai dari 0 

sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu 

negara menunjukkan semakin aman kondisi negara 

tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai yang 

didapat suatu negara menunjukkan semakin tidak 

aman negara tersebut.  

 

Teknik Penarikan Sampel 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara 

sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan. Populasi pada penelitian ini adalah 

negara yang ada di dunia. Sampel yang digunakan 

adalah negara di dunia yang datanya masuk ke dalam 

laporan tahunan PWC Paying Taxes, Corruption 

Perception Index, Doing Business Report Overview, 

Global Innovation Index. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

di basis data. Mengumpulkan data yang bersumber 

dari website. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 111 negara. 

 



 

Pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama 

melakukan pengumpulan dan perorganisasian data. 

Tahap kedua melakukan uji asumsi klasik. Tahap 

ketiga melakukan uji hipotesis. 

 

Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 2 Analisis Linier Berganda  
 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) -

3.09

9 

7.404  -.419 .676 

Kontrol 

Korupsi  

.195 .098 .224 1.987 .049 

Birokrasi .972 .145 .605 6.699 .000 

Stabilitas 

Politik 

-.005 .072 -.006 -.065 .948 

  

 

Dari tabel di atas maka dapat ditulis persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

 Y = -3,099 + 0,195 + 0,972 – 0,005 + E 

 

 Dari persamaan di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Constant = -3,099, artinya apabila ada 

kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas 

politik konstan atau tetap maka rata-rata 

kepatuhan pajak sebesar -3,099. 

b. Koefisien regresi kontrol korupsi 

sebesar 0,195, artinya apabila kontrol 

korupsi meningkat 1% maka akan 

diikuti peningkatan kepatuhan pajak 

sebesar 0,195. 

c. Koefisien regresi birokrasi sebesar 

0,972, artinya apabila birokrasi 

meningkat 1% maka akan diikuti 

peningkatan kepatuhan pajak sebesar 

0,972. 

d. Koefisien regresi stabilitas politik 

sebesar -0,005, artinya apabila stabilitas 

meningkat meningkat 1% maka akan 

diikuti penurunan kepatuhan pajak 

sebesar 0,005. 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji 

Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa 

jauh variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian 

parsial antara variabel kontrol korupsi, birokrasi dan 

stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 3 Uji Partial 

Variabel  

 

Nilai t Sig. 

Kontrol Korupsi  

 

1.987 .049 

Birokrasi  

 

6.699 .000 

Stabilitas Politik 

 

-.065 .948 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t,  variabel kontrol 

korupsi memperoleh nilai thitung sebesar 1,987 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi 

yang dihasilkan oleh variabel kontrol korupsi berada 

dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak dan signifikan.  

Berdasarkan tabel 3 uji t, variabel birokrasi 

memperoleh thitung  sebesar 6,699 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi yang 

dihasilkan oleh variabel birokrasi berada dibawah 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan 

signifikan.  

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t,  variabel 

stabilitas politik memperoleh thitung sebesar  -0,065 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,948. Nilai 

signifikansi yang dihasilkan oleh variabel stabilitas 

politik berada di atas 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa stabilitas politik berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan. 

 

Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari 

hasil pengujian maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Koefisien Determinasi 
Model R Square 

 

1 

 

.611 

 

 Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 0,611. Hasil pengujian 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa 61,1% 

variasi dari kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel 

kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik dan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain.   

 

Analisis Data 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda 

dengan jumlah sampel 111 negara, periode yang 

digunakan tahun 2014 dengan menggunakan program 

SPSS 17 maka hasil pengujian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

 



Tabel  5 Ringkasan Hasil Uji Statistik 
No Hipotesis Sig Ket. 

1 

Kontrol korupsi berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan 

pajak 

.049 Diterima 

2 Birokrasi berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pajak 

.000 Diterima 

3 Stabilitas Politik berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 
pajak 

.948 Ditolak 

 

Pengaruh kontrol korupsi terhadap kepatuhan 

pajak  

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh kontrol korupsi 

terhadap kepatuhan pajak. Kontrol korupsi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan pajak, maka hipotesis 1 diteima. Semakin 

baik kontrol korupsi suatu negara semakin baik juga 

kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Picur & Belkaoui (2006) dan Alon & Hageman 

(2013).  

Pemerintah disetiap negara perlu meningkatkan 

kontrol korupsi di Negaranya. Tingkat korupsi yang 

tinggi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap pajak. Masyarakat menjadi enggan untuk 

membayar pajak karena berfikir bahwa uang yang 

disetor ke Negara digunakan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori psikologi 

fiskal, dimana wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya jika mendapatkan manfaat 

dari apa yang telah dilaksanakannya. Kontrol korupsi 

yang tinggi menunjukkan bahwa dana pajak yang 

telah dibayarkan oleh wajib pajak benar-benar 

digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Teori 

selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah 

teori keagenan dimana hubungan antara wajib dan 

pemerintah dalam proses pemenuhan kewajiban 

perpajakan, dimana wajib pajak yang memberikan 

hasil melalui penghasilannya kepada pemerintah. 

 

Pengaruh birokrasi terhadap kepatuhan pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh birokrasi 

terhadap kepatuhan pajak. Birokrasi berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak dan signifikan, 

maka hipotesis 2 diterima. Semakin baik birokrasi 

suatu negara semakin baik juga kepatuhan pajaknya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Picur & 

Belkaoui (2006). 

Birokrasi berpengaruh sangat kuat terhadap 

kepatuhan pajak. Birokrasi yang rumit membuat 

wajib pajak enggan untuk membayarkan dan 

melaporkan pajaknya, karena hal tersebut 

menghabiskan waktu cukup banyak. Di era globaliasi 

saat ini masyarakat dunia memiliki aktivitas yang 

sangat sibuk sehingga membutuhkan system yang 

tidak rumit. Pemerintah dapat memperbaiki birokrasi 

seperti dengan mempermudah proses pembuatan 

npwp, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan lain-

lain. Saat ini sudah banyak Negara-Negara didunia 

yang sudah menerapkan sistem e-electronic seperti 

Singapur, UK, USA dan lain-lain. Dengan diterapkan 

e-electronic di Negara-Negara tersebut menghasilkan 

tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan model pencegahan 

ekonomi, dimana wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajaknnya jika birokrasi yang 

diterapkan dinegara tersebut jelas. Wajib pajak juga 

akan jera jika diberi sanksi yang berat jika melanggar 

aturan perpajakan. Teori selanjutnya yang 

mendukung penelitian ini adalah teori keagenan 

dimana hubungan antara wajib dan pemerintah dalam 

proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana 

wajib pajak yang memberikan hasil melalui 

penghasilannya kepada pemerintah.  

 

Pengaruh stabilitas politik terhadap kepatuhan 

pajak 

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan 

bahwa faktor politik berpengaruh signifikan terdahap 

pajak. Melo (2011) dalam penelitiannya 

mengidentifikasi faktor yang menentukan perpajakan, 

seperti: PDB per kapita, pemegang kewenangan 

kebijakan perpajakan, moral pajak dan rezim politik.  

Penelitian terdahulu memiliki dua pandangan 

terhadap hubungan antara stabilitas politik dan pajak. 

Pandangan pertama menemukan bahwa level 

perpajakan menentukan stabilitas politik, pandangan 

ini diungkapkan oleh Feng (1997), Devereux & Wen 

(1998), Bell (2001), Palan (2002), Carmignani 

(2003), Collier (2009a), (2009b), Ghura & Mercereau 

(2004), Nkurunziza (2005), Elgin (2010) dan Estrada 

(2011). Pandangan kedua menemukan bahwa 

stabilitas politik menentukan level perpajakan, 

pandangan ini diungkapkan oleh Cukierman (1992), 

Volkerink & De Haan (1999), Bohn (2002), 

Aizenmana & Jinjarak (2008), Azzimonti (2010), 

Melo (2011) dan Rich (2011).                      

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa stabilitas politik 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dan 

tidak signifikan, maka hipotesis 3 ditolak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mutascu, Tiwari, & Estrada, (2012). 

Mutascu, Tiwari, & Estrada, (2012) meneliti 59 

Negara periode 2002 sampai 2008, dalam 

penelitiannya ditemukan bahwa stabilitas politik 

tidak berpengaruh terhadap pajak. Stabilitas politik 

tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

kepatuhan pajak.  

Stabilitas politik dalam penelitian ini berdasarkan 

data-data keamanan negara atau tingkat kekerasan 

yang terjadi di masing-masing negara. Ketika terjadi 

ketidakstabilan politik di setiap negara, pemerintah 

tetap mempertahankan kebijakan pajak sehingga 

tidak terjadi kenaikan atau penurunan tarif pajak. 

Ketika pemerintah tidak merubah kebijakan 



perpajakan maka rakyat tetap harus melaksanakan 

kewajiban perpajakannya seperti pembayaran dan 

pelaporan pajak.   

Melihat sampel pada penelitian ini, negara yang 

memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak 

berbanding lurus dengan stabilitas politik di 

negaranya. Negara Bahrain memiliki nilai kepatuhan 

pajak sebesar 93,88 sedangkan untuk stabilitas politik 

Negara Bahrain hanya memperoleh nilai sebesar 

38,00. Selain Bahrain ada beberapa negara lagi yang 

tingkat kepatuhan pajaknya tidak berbanding lurus 

dengan stabilitas politik, seperti Macedonia dan 

Georgia. Negara Macedonia memiliki tingkat 

kepatuhan pajak yang cukup tinggi yaitu 94,17 dan 

memiliki nilai stabilitas politik yang cukup rendah 

yaitu 54,80. Selanjutnya adalah Negara Georgia 

memiliki nilai kepatuhan pajak sebesar 82,76 dan 

nilai stabilitas politik sebesar 49,20.  

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh stabilitas 

politik namun tidak secara langsung. Masih ada 

faktor-faktor politik yang lain yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti dinamika 

politik yang terjadi dalam suatu pemerintahan 

(Mutascu, Tiwari, & Estrada 2012).  

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik 

terhadap kepatuhan pajak pada negara-negara di 

dunia dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol korupsi 

dan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan, 

untuk stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. Pemerintah masing-masing negara perlu 

meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, 

dengan berfokus pada perbaikan terhadap birokrasi 

dan peningkatan terhadap kontrol korupsi. Birokrasi 

pada penelitian ini berpengaruh sangat kuat terhadap 

kepatuhan pajak. Birokrasi yang tidak rumit, 

memberi kemudahan dalam pembayaran dan 

pelaporan pajak dapat meningkatkan kemauan 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya setiap bulan dan setiap tahun. Selain 

birokrasi kemauan masyarakat untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh 

tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. 

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menimbulkan 

rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dalam mengelolah penerimaan negara 

yang berasal dari pajak. Pemerintah juga perlu 

memperhatikan faktor politik yang nantinya dapat 

mempengaruhi kepatuhan pajak.  

 

Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

sehingga perlu perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan data 

periode tahun 2014 dengan jumlah sampel 111 

dengan pengujian regresi linier berganda. Sumber 

data yang digunakan hanya berasal dari beberapa 

sumber. Pada penetilian ini variabel pajak ditentukan 

oleh tingkat kepatuhan pajak di masing-masing 

negara.  

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh kontrol 

korupsi terhadap kepatuhan pajak, maka pemetintah 

masing-masing negara dapat meningkatkan kontrol 

korupsi dengan membuat regulasi yang membuat 

pelaku koruptor jera. Dengan adanya regulasi yang 

jelas terhadap para koruptor akan meningkatkan 

tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah 

dalam mengelola dana yang dihasilkan dari pajak. 

Kemudian pemerintah juga perlu memperbaiki 

birokrasi di negaranya dengan memberikan 

kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan 

pajak karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 

Kemudian pemerintah juga perlu memeprhatikan 

stabilitas politik di negarnya karena sewaktu-waktu 

dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.  

Peneliti selanjutnya dapat menilai variabel pajak dari 

tarif pajak (tax rate) dan struktur pajak (tax 

structure). Peneliti dapat menentukan faktor 

ketidakstabilan politik yang lain seperti gejolak 

perpolitikan pemerintah. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menambahkan jumlah periode penelitian, agar 

hasil yang muncul dapat mencerminkan populasi.  
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